BUPATI TABALONG

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NO 46 TAHUN 2014
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 '

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 160 ayat (4)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran
anggaran dapat dilakukan dengan cara mengubah
peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD
sebagai dasar pelaksanaan;

b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan
pada satuan kerja perangkat daerah ( SKPD ), perlu
merubah Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun
2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ;

c. bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46
Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

/mengingat............
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II ' Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4356) ;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) ;

/9. Undang-Undang............
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10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5657);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4417) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

/ 15. Peraturan Pemerintah...........
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16.
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18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 459) sebagaimana telah di ubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomr 39 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor.540 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680 );

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 17 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 30 Tahun 2004 Seri E
Nomor Seri 17), sebagaiman telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peratuan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabaupaten Tabalong Nomor 17
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan
Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);

/22. Peraturan Daerah.........



Menetapkan

22,

23.

24.

25.

26.
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Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010
Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 01);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun
2011 tentang Hibah kepada Pemerintah Kabupaten

Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2011 Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 20 Tahun
2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2014 Nomor 20);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Tata Cara Pengajuan dan Pelaksanaan Pergeseran
Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup
Pemerintah Kabupaten Tabalong ( Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2012 Nomor 11 );

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14
Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 03);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun 2014 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kab. Tabalong Tahun Anggaran 2015 ( Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 46 );

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 46 TAHUN 2014
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Ketentuan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 46 Tahun
2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015 ( Berita Daerah Kabupaten

Tabalong Tahun 2014 Nomor 46 ) ditetapkan tanggal 30
Desember 2014 diubah sebagai berikut :



1. Lampiran II Pasal 3 diubah sehingga Lampiran II Pasal 3
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1
dirinci lebih lanjut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

- Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengalami
pergeseran menyangkut perubahan anggaran terdiri
dari :

a.
b.

C.

Sekretariat Daerah 6 ( enam ) kegiatan
Sekretariat DPRD 1 ( satu ) kegiatan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan
Daerah 3 (tiga) kegiatan;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5 (lima)
kegiatan;

Badan Lingkungan Hidup Daerah 1 (satu)
kegiatan;

Badan Kepegawaian Daerah 1 (satu) kegiatan;

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3 (tiga)
kegiatan;

Dinas Kesehatan 1 (satu) kegiatan;
Dinas Pendidikan 3 (tiga) kegiatan;

Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pengelolaan
Pasar 3 (tiga) kegiatan;

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
6 (enam) kegiatan,;

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan
Pariwisata 1 (satu) kegiatan;

Dinas Pendapatan Daerah 3 (tiga) kegiatan;

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 8 (delapan)
kegiatan;

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 1 (satu)
kegiatan;

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 2 (dua)
kegiatan;

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 1 (satu)
kegiatan;

RSUD H. Badaruddin 2 (dua) kegiatan;
UPT. Puskesmas Hikun 1 (satu) kegiatan;
UPT. Puskesmas Mabu’un 1 (satu) kegiatan;



2. Rincian pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud
pada angka 1, terinci dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

_Ditetapkan di Tanjung
7 pada tanggal 30 Maret 2015
O

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 30 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABALONG,

H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2015 NOMOR 10



